
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis secara langsung dilapangan 

tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango 

Berdasarkan dengan adanya data dan fakta peneliti rnenyimpulkan bahwa: 

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Mernbahas dan Menyepakati 

Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa belum berjalan 

sebagaimana mestinya, karena BPD yang ada kurang memberikan 

kontribusi dan juga anggota BPD yang ada kebanyakan tidak hadir dalam 

rapat-rapat dengan agenda mernbahas dan merancang peraturan Desa. 

2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menainpung Dan 

Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, di Desa Poowo Kecarnatan Kabila 

Kabupaten Bone Bolango belum berjalan Sesuai dengan apa yang di 

arnanatkan Undang-Undang Desa Nornor 06 Tahun 2014. Dari hasil 

penelitian ini terlihat tidak sernua anggota BPD berperan aktif, dan 

sebagian besar anggota BPD belum mengetahui apa yang menjadi tugas 

dan fungsinya. 

3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala 

Desa tidak berjalan sebagaimana mestinnya, hal ini terjadi karena BPD 

yang ada tidak mengerti tugas dan fungsi rnereka, sehingga apa yang 

menjadi wewenang mereka dalam mengawasi atau mengontrol kinerja 



Kepala Desa belum berjalan sebagairnana rnestinya. 

1.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peneliti memberikan saran kepada 

para pemerintah Desa harus memberikan yang terbaik dan kerjanyata bagi 

masyarakat dengan menerapkan saran sebagai barikut: 

1. Dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa herrarna 

Kepala Desa, BPD harus mengerti apa yang menjadi tugas dan fungsi 

mereka dan seharusnya BPD memberikan rnasukan-masukan yang bagus 

demi kepentingan masyarakat, dan seluruh anggota BPD harus memiliki 

buku panduan berupa Undang-Undang Nornor 06 tahun 2014 tentang 

Desa. 

2. Badan Permusyawaratan Desa serta perlu adanya pembinaan kepada 

pengunis BPD terutarna tentang tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan 

anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya dalam rnembahas dan 

merencanakanr ancangan Peraturan Desa, menampung dan rnenyalurkan 

aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja Kepala Desa. 

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) herrarna dengan Pemerintah Desa 

hanis bekerja saina dengan baik agar supaya marnpu mengaktifkan dan 

menggerakan seluruh elemen masyarakat untuk berpatisipasi dalam 

pelaksanaan penyelenggaraan Peinerintahan Desa serta mengadakan 

kegiatan-kegiatan yang melibatkan rnasyarakat Desa dan terbuka kepada 

rnasyarakat tentang jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
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